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A, Gambaran Umum

Terminal adalah salah satu komponen dari sktem transportasi yang mempunyai fungsi utama
sobagal tempat pemberhentlan sementara keadaraan umum untuk manalikkan, menurunkan
penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suaty perjalanan, juga sebagai tempat
pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan
barang, disamping Itu juga berfungsl untuk melanearkan arus angkutan penumpang atau barang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Laku
Lintas dan Angkutan jalan, terminal adalah panghalan keadaraan bermotor umum yang digunakan

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dana tau barang,
serta perpindahan moda angkutan,

Menurut Perasturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutsn Jalan, Penumparg adalah orang yang berada di kendaraan selain
pengernudi dan awak kendaraan, dan rona paliyanan Terminal adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.

Untuk terciptanya pelayanan bagi para penumpang maka perlu dilakukan rehabiltas: terhadap
tollet umum yang merupakan kebutuhan bagl para PEALMPAING, petugas mauaun masyarakat yang
melakukan aktivitas pada area Terminal Penumpang Tipe B Waena seperti yang dimaksud aleh Dinas
Perhubungan Provinsi Papua.

B. Dasar Hukum
Adapun Dasar - Dasar Hukum yang dipakai Pada Kegiatan ind adalah ;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerntah;

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2029 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejaht2raan di Provinsi Papua dan Papua Barat;

4. Peraturan kementrian Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis
Pengelalaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Gubermnur Papus Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/lasa
Pemerintsh di Provinsi Papus;

6. Dakumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua tahun Anggaran 2024,

C. Alasan Keglatan akan dilaksanakan

Adapun Alasan Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan Kondisi Toilet yang sudah tidak
memunghinkan untuk digunakan lagi, oleh karena itu perlu dilakukan Rehabilitasi.

. MAKSUD DAN TUJUAN

A, Maksud

Maksud dari Keglatan Inl adalah terciptanya sarana sanitasi pada area terminal penvmpang
Tipe B Waena yang lebih memadal,

B. Tujuan

Tujuan Keglatan ini adalah untuk meninglkatkan Sarana Sanitasi guna kelancaran pergerakan
masyarakat sekitar dan distridbusi barang serta memberikan pelayanan terhadap operasional.



3. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Adapun Metode - Metode Pelaksasaan pada Kegiatan ini adalah -

Berdasarkan gambar - gambar teknis
Melakukan Survey dan Penguk aran Daerah keglatan
Pembanrgunan yang Sesual demgan Standar Kenstruks!
Melakukan Pengawasan Kualitas Pekerjaan
Dokumen Pelaksanaan Pekerjain
Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

B. Tahapan Keglatan
Adapun Tahapan - Tahapan Pelaksanaan pada Keglatan Inl agalah :
1. Pengukurandan Positioning
2. Dokumen/Administrasi
3. Pekerjaan Konstruksi Sanitasi/Joilet
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Target atauv Sasaran yang Ingin dicapal dalam Keglatan Rehabllitasl Tollet Umum Terminal
Penumpang Tipe B \Waena adalsh tersedianya Fasllitas Tollet Umum sebagai salah satu Fasllitas
Penunjang yang sesuai dengan Standar Terminal Tipe B Waena di Kota Jayapura,

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG J JASA

1. Nama Instansi : Pemerintzh Provinsi Papua

2. Nama OPD : Dinas Perbubungan Provinsi Papua

3. NamaPA : REKY DOLGLAS AMBRAUNW, S.505., M.SI
4. Nama KPA t-

5. Nama PPK : REXY DOUGLAS AMBRAUW, S.50s., M.Si

6. NAMA KEGIATAN, SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA
1. Nama kegiatan : Pemeliharaan Tail3t Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena
2. SumberDana :APBD Provinsi Papua TA, 2024
3. Nilai Pagu : Rp. 90.000.000,- (Semnbilan Pulub Juta Rupiah).
4. Nilai HPS :Rp. 90.000.000,- (Sernbilan Puluh Juta Ruplah).

7. RUANG LINGKUP, DAN LOKAS! PEXERIAAN
A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerfaan Rehabilitasi Tollet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena terdiri

dari ;

NO. KEGIATAN VOLUME | SATUAN |

1. | Pemeliharaan Toilet Umurr Terminal Penumpang . g
Tipe B Waena L J

1. Pekerjaan Perslapan

2. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

3. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela
4. Pekerjaan Penggantung dan Pergunci

5. Pekerjaan Instalasi Uistrik

6. Pekerjaan Sanitasl

7. Peketjaan Akhir



Pelskeanaan Konstruks! dilakukan sesua dengan standard kualitas masukan (bahan, tenaga dan
alat), kualitas proses (tata cara pelaksanian pekeriaan}, dan kualitas hasll pekerjaan, sepert| yang
tercantum dalam spesifikasi teknis.

B. Lokasl Pekerjaan
Pekerjaan dilaksanakan pada Terminal Tipe B Waena Kota Jayapura yang beralamat di J.
Belut 3, Kempung Waeno, Kecamoton Heram, Kota Jayopuro, Papua 99351,

C. Pemllihan Penyedia
pemilihan Penyedia barang/jasa Rehabilitasi Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena

adalah melalui PENGADAAN LANGSUNG.

B, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi T oilet Umum Penumpang Terminal Tipe B Waena

adalah adalah 120 {Serotus Dua puluh has} han Kalender terhitung mulal darl penandatanganan
SPMK (Surat Perintah Mulai Kerjo).

5, SYARAT KUALIFKAS] — == St e e Ssa ssaa

A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Memiliki Akta Pendirian Perusakaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada
perubahan};

2. Memiliki NPWP dan telah memenuni kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun
pajak 2023 dibuktikan dengan KS\WP;

3. Memiliki Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) BGO0S Sub Kualifikasi Gedung Lainnya;

4. Tidak Masuk Dalam Dafar Hitam, Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, ticak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan
Usaha tidak sedang dalam menjslani sanksl pidana, dan pengurus/pegawai berstatus
Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti ¢l luar tanggungan Negara;

5. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi serupa dalam kurun waktu
4 (empat) tahun terakhir, baik ¢l lingkungan pemerintahan maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri dari 3 {tiga) tahun;

6. Pelaku Usaha OAP yang aktif, wajib sudah terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP berdasarkan
Peraturan Gubernur no. 46 tahun 2021 tentang pengadaan Barangflasa Pemerintah di
Provins| Papua.

B. Penyedia Wajib Melampirkan

1. Daftar isian peralatan utama beserta buktinya

2. Daftar isian Personil

3. Rencana Keselamatan Kerja (RKK)

4, Metode Pelaksanaan



